
SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PEIAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PEI-APORAN SERTA MONITORI NG

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Nota Dinas plt.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri tanggal 1G Agustus
2018 Nomor 900/3277/418.51,/2018 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri terkait
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Berita Acara tanggal 11 Oktober 2O1B

Nomor 900/4128/418.51,/201,8 tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai dengan perkembangan saat ini maka
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial;

L. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3886);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438)j

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4723);

8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4957);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20L4 Nomor 244, Iambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

L1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar

Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5202);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Repu blik lndonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2018;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daera h;
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MEMUTUSKAN:

Meneta pka n PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945j

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

4. Eupati adalah Bupati Kediri.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selan.jutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ka bu paten Ked iri,

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan yang menjadi

kewenangan daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peratu ran daerah.

l0,Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan

pengelolaa n APBD.

12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah

daerah selaku pengguna a nggaran/barang.

13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan

Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebi.iakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat

perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran

BPKAD,

15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selan.jutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anSSaran SKPD.

l6.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen

pelaksanaan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

lT.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna

a nggaran.
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Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari

APBD.

Pasal4

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang,

(2) Bantuan sosial berupa barang dapat berbentuk:

a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;

b. hewan dan tumbuhan; dan

c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak,

BAB II

BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:

a. pemerinta h pusat;

b. pemerinta h daerah lainnya;

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia

18.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau

pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara teTus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

19.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

20.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial

yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis

ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial

akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

21.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

22.Bendahara pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran pada SKPKD untuk menerima, mengeluarkan

dan mem pertanggu ngjawa bkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

23.Bendahara pengeluaran pembantu PPKD adalah bendahara pengeluaran pembantu PPKD yang ada pada

SKPD teknis terkait untuk menerima, menyimpan, menyalu rkan/menyerahkan dan

mempertanggu ng.lawabka n semua dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada SKPD teknis

terkait.

Pasal 3

(1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

(2) Hibah berupa barang dapat berbentuk :

a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap Iainnya;

b. hewan dan tumbuhan; dan

c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

(3) Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan iasa lainnya.
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(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan,

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dan mendukung

terse la ngga ra nya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :

1)kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah untuk

keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan; dan/atau

2)ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselengaranya fungsi

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

{1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada

satuan kerja dari kementeria n/lem baga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam

daera h yang bersa ngkuta n.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan

dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-u nda nga n.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan

dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada

Badan dan Lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosialyang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan

oleh Bu pati; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau

penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan

kewena nga nnya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan

badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan

peru ndang-u ndanga n.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 7

Pemberian hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :

a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
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b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan

dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;

c. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban

APBD;

d. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai Pasal 5 ayat (4); dan

e. memenuhl persyaratan penerima hibah.

Paragraf 2

Persya ratan

PasalS

(1) Hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling

sedikit:

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan

pemerinta ha n daerah lainnya;

b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memperhatikan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau

kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(2) Hibah kepada Badan Udaha Milik Negara diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan

umum kepada masyarakaq

b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai badan usaha milik negara;

c. mempertimba ngka n kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima

dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(3) Hibah kepada Badan Udaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai badan usaha milik daerah;

c. mem pertim bangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima

dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

(4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan

persyarata n paling sedikit :

a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;

b. memiliki surat ketrangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang

berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran

program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberkan dengan

persya ratan paling sedikit :

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling sedikit 3

tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pengajuan

Pasal 9

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis hibah kepada

Bu pati.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :

a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain lnstansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;

b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Direktur utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan
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Pasal 10

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dokumen

proposalyang memuat :

a. latar belakang;

b. ma ksud dan tujuan;

c. rincian rencana kegiatan; dan

d. rencana penggu naa n hibah.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan

ba ngu nan/fisik dilengkapi dokumen teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. surat pengesahan/sejenisnya dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa telah berbadan hukum lndonesia;

b. surat pernyataan ta nggungjawab;

c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);

d. surat keterangan domisili lembaga dari desa setempat;

e. izin operasiona l/ta n d a daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

g. fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan

atau dokumen la in yang sejenis.

Bagian Kelima

Pe nga ngga ra n

Pasal 11

(1) Bupati menunjuk SKPD teknis terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi, verifikasi

dan monitoring usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang berkaitan dengan keabsahan

persyaratan penerima hibah.

{2) Dalam hal keabsahan persyaratan penerima hibah sebagaimana ayat (1), SKPD teknis dapat dibantu Camat

dan/atau Lembaga lainnya.

(3) Penunjukan SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Kepala SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi tentanB nama,

alamat dan jumlah hibah yang diberikan kepada penerima hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui

TAPD.

(5) Nama, alamat dan jumlah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan secara keseluruhan.

(6)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(7) Contoh format surat Kepala SKPD teknis terkait hasil evaluasi, surat TAPD tentang pertimbangan

permohonan hibah dan DNC-PH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1-) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat

(5) men.iadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran belanja hibah

beru pa uang,barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran

hibah dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga n.

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.
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(4) PPKD menganggarkan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanla

tidak langsung, lenis belanja hibah, obyek, rincian obyek belanja dan penjelasan rincian obyek belanja

berkenaan pada PP KD.

(5) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia.

(6)SKPD menganggarkan hibah berupa barang atau.jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam progam

dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa

berkenaan kepada pihak ketiga/ma sya ra kat, dan rincian obyek belanja hlbah barang atau jasa yang

diserahkan kepada pihak ketiga/m asya ra kat dan penjelasan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD.

Pasal 14

(L) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran ll!

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran lll Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran ll

Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pangrat 2

NPHD

Pasal 16

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima

h iba h.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian h ibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiba n;

e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

(4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Contoh Format NPHD tercantum dalam Lampiran lll Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pencairan/penyaluran hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

\-,

Bagian Keenam

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anBgaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan pada DPA-SKPD.

Paragraf 3

Pencairan Belanja hibah

Pasal 18

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan

dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati

tentang Penja baran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadidasar penyaluran/penyerahan hibah.
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(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD dengan kelengkapan persyaratan administrasi penyaluran/penyerahan hibah.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan
ketentuan peraturan perunda ng-u ndangan.

(5) Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan prosedur pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) manual dan Surat Perintah Membayar (SPM) manual oleh SKPD teknis
terkait kepada bendahara SKPKD untuk selanjutnya dibuatkan SPP-SKPKD dan SPM-SKPKD untuk selanjutnya

diajukan kepada PPKD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(6) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah

(BUD) disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPKD kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPKD

pada SKPD teknis terkait untuk diberikan kepada penerima hibah dan/atau ditranfer ke rekening bank
penerima hibah.

Pasal t9
Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
(1) Kelengkapan persyaratan administrasi penyaluran hibah berupa uang, meliputi :

a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari :

1) N PHD;

2) fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota penerima belanja hibah;

3) surat pernyataan tanggung jawab; dan

4) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hlbah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari :

1) NPHD;

2) fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik

Daerah penerima hibah;

3)surat pernyataan tanggung jawab; dan

4) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hlbah untuk Badan dan Lembaga, terdiri dari :

1) NPHD;

2) fotocopy KTP atas nama ketua badan/lembaga penerima hibah;

3) surat pernyataan tanggung jawab;

4) pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan perangkat daerah terkait
sesua i kewenanga n nya; dan

5) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, terdiri dari :

1) NPHD;

2) fotocopy KTP penerima hibah atas nama ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum lndonesia;

3) surat pernyataan tanggung jawab;

4) pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

dan

5) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan persyaratan administrasi penyaluran/penyaluran hibah berupa barang atau jasa, meliputi :

a. bagi hibah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas :

1) berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi

cap instansi atau daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau

Bu pati/Wa likota.

2) NPHD;

3) fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Bupati/Walikota penerima hibah;

4) surat pernyataan tanggung jawab; dan
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5) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bagi hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas :

1) berita acara serah terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap untuk

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi

atau sebutan lain;

2) NPHD;

3)fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan untuk Badan Usaha Milik Negara atau Eadan Usaha Milik

Daerah;

4) surat pernyataan tanggung jawabj dan

5) persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. bagi hibah untuk Badan dan Lembaga, terdiri atas :

1) berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi

cap badan/lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan badan/lembaga;

2) NPHD;

3) fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan badan/lembaga;

4) pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan perangkat daerah

terkait sesuai kewenanga nnya; dan

5) surat pernyataan tanggung jawab.

d. bagi hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, terdiri atas :

1) berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani serta

dicantumkan nama lengkap penerima hibah;

2) NPHD;

3) fotocopy KTP atas nama penerima hibah;

4) pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

dan

5) surat pernyataan tanggung jawab.

(3) Contoh format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana terlampir dalam Lampiran lV Peraturan

Bu pati ini.

Bagian Ketujuh

Penggunaan

Pasal 21

(1) Penerima hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan/atau perubahan NPHD

(2) Penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kedelapan

Pertanggungiawaban dan Pelaporan

Pasal22

(1) Penerima hibah berta nggu ngjawab, baik formal maupun material atas penggunaan belanja hibah yang

diterima nya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. untuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi :

1) la poran penggu naan;

2) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah

digunakan sesuai dengan NPHD; dan

3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa,meliputi :

1) la poran penggu naan;

2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa barang atau jasa yang

diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

3) salinan bukti serah terima barang atau jasa;
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(3) Penerima hibah berta nggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.

(4) Penerima hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah

terima barang atau jasa sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3.

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perta nggungjawaba n Pemerintah Daerah atas pemberlan hibah meliputi :

a. Permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan

digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan

e. Bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 24

(1) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 12) huruf a angka 1 dan huruf b

angka 1. dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi :

L surat pengantar yang ditu.iukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD teknis terkait;

ll. laporan kegiatan, terdiri atas:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. ruang lingkup kegiata n;

d. realisasi pelaksanaan kegiatan;

e. daftar pelaksa naan kegiatan;

f. penutup.

lll. laporan keuangan, meliputi :

a. realisasi penerimaan belanja hibah; dan

b. realisasi penggunaa n.

lV. lampiran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh
ketua/kepa la/pimpinan instansi Pemerintah, Bupati/Walikota, Direktur atau sebutan lain, atau
ketua/plm pinan organ isasi masyarakat.

(3) Dalam hal hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan tempat
peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal serta
pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka laporan penggunaan hibah disusun dalam
bentuk surat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta memuat informasi minimal mengenai :

a. realisasi penerimaan dan penggunaan hibah;

Pasal 23

(1) Laporan penggunaan hibah berupa uang dan baranfasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)

huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati melalui SKPD teknis
terkait paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan.

(2)SKPD teknis terkait melakukan penagihan laporan penggunaan hibah kepada penerima hibah secara berkala

setiap 3 (tiga) bu lan.

(3) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran hibah dilakukan secara bertahap, maka penerima hibah

berkewajiban:

a. menyampaikan laporan pertanBgungjawa ban setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan

pencaira n/penyalu ra n tahap berikutnya; dan

b. menyampaikan laporan perta nggu ngjawa ban akhir tahun, yang disampaikan paling lambat tanggal 02

lanuari tahun angga ran berikutnya.
(4) Dalam hal pencairan/penyaluran hibah dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggu ngjawaba n

disampaikan paling lambat tanggal 02lanuari tahun anggaran berikutnya.
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b. daftar persona lia pelaksana.

(4) Format minimal laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan
jasa dalam progam dan kegiatan pada SKPD terkait.

(3) PPKD melakukan pencatatan realisasi hibah, untuk selan.jutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(a) Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun

anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

(5) Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada

laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan

keua ngan pemerintah daerah.

BAB III

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penerima Belanja Bantuan Sosial

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai

kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-u ndangan.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian

sasaran progam dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. lndividu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis

sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum

termasuk dalam hal ini bantuan sosial terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal di luar negeri.

b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan

melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

?asal27

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak

dapat d irencanaka n sebelum nya.

{2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu

dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon

penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

(4)Jumlah pagu usulan kepada SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari

pagu bantuan sosialyang berdasarkan usulan dari calon penerima.

(5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan

untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila

ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga

yang bersa ngkuta n.

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (2).
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Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 28

Bantuan sosial berslfat tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang

diajukan dan telah disetujui.

Pasal 29

(1) Pemberian belanja bantuan sosial harus dilaksanakan dengan ketentuan :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggu naan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa bantuan sosial hanya

diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan

resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. memiliki identitas jelas;

b. berdomisili dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus meneTus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dimaksudkan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu yang memungkinkan bantuan sosial dapat diberikan secara berkelanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuaitujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindu ngan sosia l;

c. pemberdayaa n sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggu la ngan kemiskinan; dan

f. penanggula ngan benca na.

Bagian Ketiga

Bentuk Resiko Sosial

Pasal 30

Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayal 12), meliputi:

a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau

mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang Ianjut usia/jompo, orang sakit;

b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti faklr miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak

mampu, tuna wisma;

c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana

alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.

Ba8ian Keempat

Tujuan dan Jenis Kegiatan

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 31

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
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(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan

seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu

memenuhi kebutu han dasarnya.

(4)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga

untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebi.iakan,

program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak

bagi kemanusiaa n.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian

upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pa ragraf 2

Jenis Kegiatan

Pasal 32

(1).Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi :

a. pelatiha n vokasional;

b. pembinaa n kewirausa haa n;

c. bimbingan mental spiritual,

d. bimbingan fisik;

e. pelayana n aksebilitas;

f. bimbingan sosial dan konseling;

g. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau

h. bimbingan resosialisasi,

(2) .Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi :

a. bantuan langsung;

b. penyed iaa n aksesibilitas;

c. penguata n kelem bagaan;

d. advokasi sosial; da n/atau

e. ba ntua n hu ku m.

(3)Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberlkan bantuan sosial, meliputi :

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. pelatihan ketrampilan;

c. pem berian stimulan modal;

d. peralatan usaha dan tempat usaha;

e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

f. penataa n lingku nga n;

g. supervisi dan advokasi sosial;

h. penguatan keserasian sosial; dan

i. pendam pingan.

(4)lenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi tunjangan berkelan.jutan dan

bantuan iuran angsuran kesejahteraan sosial.

(5)Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi :

a. penyuluhan dan bimbingan sosial:

b. pelaya nan sosial;

c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan

g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

(6)Jenis kegiatan penanggulangan bencana yang dapat diberikan bantuan sosial, meliputi :

a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasal berupa air bersih dan sanitasi, pangan,

sandang, kesehata n, dan penampungan;
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b. pemulihan prasarana dan sarana;

c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. santunan duka cita; dan

e. santunan kecacatan.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat

dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik.

Bagian Kelima

Pengajuan

Pasal 33

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan

tertulis bantuan sosial kepada Bupati.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :

a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan

lain; dan

b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui pejabat yang

berwena ng.

Pasal 34

(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf

a, dilengkapi proposalyang paling sedikit memuat informasi tentang :

a. latar bela kang;

b. maksud dan tujua n;

c. hasilyang d iharapka n;

d. lokasi pelaksanaa n;

e. waktu pela ksanaa n;

f. data umum orga nisasi/lem baga;

g. alamat lengka p;

h, daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;

i. rencana angga ra n biaya;

j. nomor rekening bank yang masih berlaku;

k. NPWP lembaga; dan

l. penutu p.

(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan bantuan sosial bagi lembaga non

pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan administrasi permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi :

a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. surat pernyataan tanggung jawab;

c. NPWP;

d. surat keterangan domisili lembaga dari desa setempat;

e. izin operasional/ tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

f. bukti kontrak sewa gedung/ba nguna n, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

g. focopy KTP yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf k dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f, untuk bantuan

sosial kepada lembaga non pemerintah yang bersifat non formal, yang berperan melindungi individu,

kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial.

Pasal 35

Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(2) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang:

a. maksud dan tujuan penggunaan;

b, jumlah bantuan sosialyang dimohonkan;

c. identitas lengkap penerima bantuan sosial, terdiri atas :
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1. na ma iengka p;

2. tempat/tanggal lahir;

3. alamat lengka p;

4. nomor KTP;

5. pekerjaan/aktivitas;

6. status perkawinan.

d. fotocopy KTP yang masih berlaku

Bagian Keenam

Penganggaran

Pasal 35

(1) Bupati menunjuk SKPD teknls terkait untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan monitoring usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1)

(2) Dalam hal keabsahan persyaratan penerima hibah sebagaimana ayat (1), SKPD teknis dapat dibantu Camat

dan/atau Lembaga la in nya.

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Kepala SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi tentang nama,

alamat, dan jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial berupa rekomendasi

kepada Bupati melalui TAPD.

(5)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

(6)Contoh format surat Kepala SKPD teknis terkait hasil evaluasi, surat TAPD tentang pertimbangan

permohonan bantuan sosial dan DNC-PBS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat

(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran belanja bantuan

sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 38

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran

bantuan sosial dalam APBD, sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) PPKD menganggarkan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok

belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja

bantuan sosial.

{5) Objek bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. ind ivid u dan/atau keluarga;

b. masya ra kat; dan

c. lem baga non pemerintahan.

(6) SKPD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam progam dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis

belanla barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/m a sya ra kat, rincian obyek belanja dan penjelasan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang

akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
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Pasal 39

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam

Lampiran lV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format Lampiran lV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Vll

Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan

Pasal 40
(1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD

Bagian Kedelapan

Pencairan Belanja Bantuan Sosial

Pasal4l
(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum
dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali bantuan sosial kepada individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu

dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Bupati setelah diverifikasi SKPD terkait.

(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial dari pemerintah daerah kepada penerima bantuan sosial dilakukan

setelah kelengkapan persyaratan administrasi penyaluran/penyerahan bantuan sosial dilengkapi.
(5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(6) Mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan prosedur pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh SKPD teknis terkait kepada

PPKD untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(7) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah

(BUD) disampaikan oleh bendahara pengeluaran SKPKD kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPKD

pada SKPD teknis terkait untuk diberikan kepada penerima bantuan sosial dan/atau ditransfer ke rekening

ba nk penerima bantuan sosial.

?asal42
(1) Kelengkapan persyaratan administrasi penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang, meliputi :

a. bantuan sosial untuk individu, terdiri dari :

1. permohonan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

2, fotocopy KTP atas nama penerima bantuan sosial; dan

3. surat pernyataan tanggung jawab.

b. bantuan sosial untuk keluarga, terdiri dari :

1. permohonan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

2. fotocopy KTP atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial; dan

3. surat pernyataan tanggung jawab.

c. bantuan sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :

1. Permohonan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

2. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima bantuan sosial; dan

3. surat pernyataan tanggung jawab.

(2) Contoh format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana terlampir dalam Lampiran Vlll Peraturan

Bupati ini.
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Bagian Sembilan

Penggunaan

Pasal 43
(1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan

peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.
(2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Sepuluh

Pertanggungiawaban dan Pelaporan

Pasl44
(1) Penerima bantuan sosial bertanggu ngjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial

yang diterimanya.

(2) Perta nggungjawaban penerima bantuan sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ;

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan

sesuai dengan proposal yang telah disetujui;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

penerima bantuan sosial berupa uang;

d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Penerima bantuan sosial bertanggu ngjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti

serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d.

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perta nggu ngjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a. permohonan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati atau surat keterangan dari pejabat yang

berwena ng kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial

yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti tra nsfer/penyera h a n uanB serta kuitansi atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti

serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal45

(L) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD teknis terkait

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan.

(2) SKPD teknis terkait melakukan penagihan laporan penggunaan bantuan sosial kepada penerima bantuan

sosial secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(3) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada indivldu dan/atau keluarga yang tidak

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lambat tanggal 05 Januari tahun

anggaran berikutnya.
(4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan

sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

(5) Perta nggu ngjawa ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (6) huruf b dan huruf c dikecualikan

terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(6) Dalam hal pencairan/penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka

perta nggu ngjawa ban disampaikan paling lambat tanggal 02 Januari tahu n anggaran berikutnya.
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Pasal45

(1) Laporan penggunaan bantuan sosial disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan

dan uraian mengenai belanja bantuan sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui serta

ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

(2) Format minimal laporan penggunaan belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum
dalam Lampiran lX, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47
(1) Rea isasi bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam

tahu n anggaran berkenaa n.

(2) Realaisasi bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis

belan]a barang dan jasa dalam progam dan kegiatan pada SKPD teknis terkait.
(3) PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja bantuan sosial, untuk selan.iutnya dicantumkan pada Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

(5) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada

laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan

keuanga n pemerinta h daerah.

Pasal 48

Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa serta bantuan sosial berupa barang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM EVALUASI PERMOHONAN

Pasal 49

(1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas keabsahan dan kelengkapan permohonan hibah dan permohonan

bantuan sosial, Kepala SKPD teknis terkait membentuk tim evaluasi.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian dan/atau peninjauan lapangan atas

kea bsa han dan kelengkapan permohona n.

(3) Hasil evaluasi permohonan hibah dan permohonan bantuan sosial dituangkan dalam berita acara, untuk

selanjutnya disa mpa ikan Kepala SKPD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan

tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 51

Dalam hal monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdapat penggunaan hibah

dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

(L) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap :

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2013;
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b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Stootsblod 1870 Nomor 64 tentang

Perku mpu lan-Perkum pu lan berbadan Hukum (fiechtspe rsoonlijkheid von Vereenigingen) ang berdiri

sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik lndonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya

sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

201-3;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan

sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga

Negara lndonesia atau Bdan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20L3 diundang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 20L6 tentang Tata

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Perta nggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosialdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 72 - L2 - 2OLg

SE KRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SU]ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 53

UKA . MM.
bina
199003 1005NtP. 195

P

(2) Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2018 dapat

dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan telah sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 900/3277 /478.51,12OL8 perihal Penyusunan Peraturan Bupati

Kediri terkait Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Berita Acara tanggal 11 Oktober 2018 Nomor

9OOl4f28/4L8.51/2018 tentang tentang Rapat Pembahasan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawa ban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan

Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan dengan hasil peserta rapat memutuskan mengadakan perubahan atas

Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pertanggu ngjawaba n dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diteta pka n di Kediri

pada tanggal L2 - 72 - 2018

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
Hasil Evaluasi Permohonan

hibah TA 20xx

CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA BUPATI

TENTANG

HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT SKPD

LAMPIMN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

.(;;;;il;ffiil.l',f;
Kepada

Yth. Bupati Kediri
Di

KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor..........Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta tVlonitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan hibah dan mempertimbangkan

prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan progam dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kediri.

Jumlah permohonan hibah sebanyak ....... proposal senilai Rp..... dan

berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak.......... proposal senilai Rp......................., yangterdiri dari :

No. Uraian Jumlah Proposal Nilai(Rp.)

t Permohonan hibah berupa uang

2 Permohonan

ba rang/iasa
hibah berupa

Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, terlampir kami sampaikan berita acara evaluasi dan Daftar

Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap)
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CONTOH FORMAT

BER ITA ACARA HASI L EVALUASI

PERMOHONAN HIBAH

Pada hari ini...........................Tangga1...........Bu1an.............Tahun............, kami tim evaluasi permohonan hibah

pada..............................yan9 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD

Tangga1...................,te|ah melakukan evaluasi atas permohonan hibah tahun anggaran 20xx.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut :

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir :

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) berupa uang.

2, Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) berupa barang/jasa.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.

TIM EVALUASI

NAMA LENGKAP/NIP TANDATANGAN

1

2.

3.

4. dst

No Uraian Permohonan Yang Masuk Hasil Evaluasi Keterangan

Jumlah Nilai(Rp.) Jumlah Nilai(Rp.)
1 2 3 5 6 7 8

1_ Hibah berupa uang

2 Hibah

bara ngljasa
berupa

Tota I



DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH

(DNC-PH)

TAHUN ANGGARAN..

Nama SKPD

Jenis hibah

*) Coret yang tidak perlu

: Uang/Baranglasa *)

.....2oxx

KETUATIM EVALUASI

(NAMA.JELAS/N IP)

3

No Nama Calon

Penerima
Alamat Lengkap Besaran hibah

(Rp.)
Keterangan

Permohonan Hasil Evaluasi

1 2 3 4 5 6

L.

2.

4.

5.

dst

TOTAL
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CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR TAPD KEPADA BUPATI

TENTANG PERTIMBANGAN PERMOHONAN HIBAH

KOP SURAT TAPD

.............20xx
(tempat, tgl/bu lan, tahun)

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
Hasil Evaluasi Permohonan
Hibah TA 20xx

Di

Kepada

Yth. Bupati Kediri

KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor.......Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan

Sosial, serta memperhatikan rekomendasi SKPD teknis terkait. Kami memberikan pertimbangan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah dan prioritas pemenuhan belanja wajib yang ditetapkan dalam peraturan

perunda ng-unda nga n. Pertim bangan TAPD, sebagai berikut :

No Nama SKPD Jumlah Hibah (Rp.) Keterangan

Uang Barang

1 2 3 4 5

1

2

Jumlah

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

TIM TAPD

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN
1 2 3 4
1.

2.

3.

Dst.

BUPATI KEDIRI,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintaha n

dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

BAGIAN HUKUM

na

NIP 199003 1 006

HARYANTI SUTRISNO
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DAFTAR NAMA PENERIM& AIAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHU N ANGGARAN.....................

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

BUPATI KEDIRI,

KEPALA HUKUM

MM.
na

LAMPIRAN ll : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TTD

KODE

REKENING

URAIAN

RINCIAN OBYEK, SKPD TEKNIS TERKAII NAMA PENERIMA HIBAH
ALAMAT JUMLAH

1 2 3 4

IP 199003 1 006

HARYANTI SUTRISNO



LAMPIRAN III

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI KEDIRI

53 TAHUN 2018

72-72-207A

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANIIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

BERUPA UANG

Pada hari in]...................., tan99a1.....................bu|an........................ tahun.........

Yang bertanda tangan di bawah ini :

L Nama :

NIP :

Pangkat :

labatan :

SKPD :

Berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor............ Tahun.......... Tanggal tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah

Perjanjian Hibah Daerah Tahun An99aran............, Dalam hal ini untuk dan atas nama Bupati Kediri yang selanjutnya disebut Pihak

Pertama.

ll. Nama :

No. KTP :

Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama ..... yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TU]UAN HIBAH

(1) Pihak pertama memberikan hibah kepada pihak kedua, berupa uang sebesar

R p............ ......... (... ... .. .................rupiah)

(2) Pihak Kedua menyatakan telah menerima hibah dari pihak pertama berupa uang sebesar

R p... ...... ... ......... (... ... .. .................rupiah)

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .........................sesuai dengan rencana penggunaan

hibah/proposalyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

(4) Penggunaan hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk..................................

Pasal 2

PENCAIRAN HIBAH

Pencairan hibah berupa uang yang bersumber dari APBD TA. ............ dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.

Untuk pencairan hibah, Pihak kedua wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Surat Pernyataan Tanggung lawab.

Pihak Kedua setelah menerima pencairan hibah dari Pihak Pertama, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman

pada rencana penggunaan hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

6
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(1)

Pasal 3

PENGGUNAAN

Pihak Kedua menggunakan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai rencana penggunaan

hibah/proposa L

Pihak Kedua dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipergunakan untuk :

NO URAIAN JUMLAH

7 2 3

1

2.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

tVena ndatangani surat pernyataan tanggungjawab permohonan hibah.

Apabila digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD........... disertai dokumentasi

(foto) kegiatan dan dokumen surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang ditandatangani pimpinan

lem baga/orga n isasi.

Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Mencairkan hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh Pihak

Ked ua.

Menunda pencairan hibah apabila Pihak Kedua tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah.

\/ (3)

(4\

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

Pasal 6

SANKSI

Pihak Kedua yang melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

IAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai

cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

BERUPA BARANG/ASA

Pada hari ini...................., tangga1.....................bu1an........................ tahun......

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

SKPD :

Berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor............ Tahun.......... Tanggal............tentang Pendelegasian Penandatanganan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran............, Dalam hal ini untuk dan atas nama Bupati Kediri yang selanjutnya

disebut Pihak Pertama.

ll. Nama :

No. KTP :

Yang bertindak untuk dan atas nama ........... yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pihak pertama memberikan

Pasal 1

JUMLAH, JENIS DAN TUJUAN HIBAH

hibah kepada pihak kedua, berupa

..................rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

barang/jasa sebesar

Rp

No Jenis Barang/Jasa Jumlah (Unit) Nilai(Rp.)

1 2 3 4

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk ..sesuai dengan rencana penggunaan

hibah/proposalyang merupakan bagian yangtidakterpisahkan dari naskah perjanjian hibah daerah ini.

(4) Penggunaan hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk.............

Pasal 2

PENYALURAN BELANJA HIBAH

(1) Penyaluran hibah berupa barang/jasa yang bersumber dari APBD TA. dilakukan dengan berita acara serah terima

ba ra ng.

(21 Untuk penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak kedua wajib melampirkan persyaratan administrasi

sebagai berikut :

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. Berita Acara Serah Terima Barang/asa;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
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(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal l ayat (1)disalurkan melaluipemindahtanganan dariSKPD............. kepada

pihak kedua.

(a) Pihak Kedua setelah menerima pencairan hibah dari Pihak Pertama, segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai

rencana penggunaa n hibah/proposal da n peraturan peru ndang-undangan.

(1)

Pasal 3

PENGGUNAAN

Pihak Kedua menggunakan hibah berupa barang/jasa sebagalmana dimaksud pada pasal 2 ayal

penggunaan hiba h/proposal.

Pihak Kedua dilarang mengallhkan hlbah yang diterima kepada pihak lain.

Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dipergunakan untuk :

(1) sesuai rencana

NO URAIAN JUMLAH

1 2 3

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan dan/atau pemanfaatan

barang/jasa yang didanai dari hibah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada rencana

penggunaan/proposa I dan peraturan perundang-undangan.

Menandatanga ni surat pernyataa n tanggu ngjawab permohonan hibah.

Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa kepada Bupati melalui SKPD.........

disertai surat pertanggungjawaban penggunaan hibah yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi.

Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristlk dan ketentuan spesifik pada masing-masing SKPD.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

l\llenyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran hibah telah dipenuhi

oleh Pihak Kedua.

Menunda penyaluran hlbah berupa barang/jasa apabila Pihak Kedua tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa barang/jasa.

(2\

(3)

Y

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 6

SANKSI

Pihak Kedua yang melanggar pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Ini, dibuat rangkap 5 (llma), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai

cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum.
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PIHAK PERTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
a. n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

KEP

u. b.

BAGIAN HUKUM

MM
na

NIP. 199003 1005

PIHAK KEDUA

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO
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LAMPIMN IV : PERATURAN EUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

ralleaar , rz -12 - zou

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

labatan

Eertindak untuk dan atas nama

Alamat

Nomor KTP

Telepon

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana

hibah:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterima.

2. Akan menggunakan hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

3. Bersedia diaudiut secara independen sesuai peraturan periundang-undangan,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak

ma na pu n.

Kediri,.........................20xx

PENERIMA BELANJA HIBAH

(NAMA LENG KAP)

BUPATI KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MM.
bina
199003 1005

P

NtP. 195

HARYANTI SUTRISNO
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CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

...........,......................20xx
(tempat, tgl/bulan, tahun)

N omor
Sifat
Lampiran
Hal

: 1 (satu) berkas
: Laporan Penggunaan Belanja

Hiba h TA 2OXX

Kepada

Yth. Bupati Kediri

c.q. Kepala SKPD

Teknis Terkait
di

KEDIRI

Sehubungan dengan hibah tahun 20Xx yang telah kami terima sebesar Rp..............,...... yang

peruntukannya ................. (sebutkan peruntukannya), berikut kami sampaikan laporan penggunaan hibah.

Adapun jumlah hibah yang kami terima adalah sebesar Rp........................., dan telah digunakan sebesar

Rp.................. untuk....................(sebutkan rincian peruntukannya).

Laporan penggunaan hibah telah kami susun dengan bukti-bukti yang dapat diperta nggu ngjawa bka n

(sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PEN E RIMA BELAN]A H IBAH

(NAMA LENGKAP)

BUPATI KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

KEPALA IAN HUKUM

. MM.

NIP. 199003 1 005

TAMPIRAN V : PER,ATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

@
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LAMPIRAN VI

NOMOR

TANGGAL

PERATURAN BUPATI KEDIRI

53 TAHUN 2018

72 -72 - 2078

CONTOH FORIVAT

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI PERMOHONAN

BANTUAN SOSIAL

Nomo r

Sifat
Lampiran
Hal

1(satu) berkas
Hasil Evaluasi Permohonan
Bantuan Sosial TA 20XX

KOP SURAT SKP D

.,............,......................20xx
(tempat, tgl/bulan, ta hun)

Kepada

Yth. Bupati Kediri
Di

KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor........Tahun 2oxx tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan bantuan sosial dan

mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan progam dan kegiatan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kediri.

.Jumlah permohonan bantuan sosial sebanyak.......proposal senilai

Rp.....................dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak..........proposal senilai Rp.......................,

yang terdiri dari :

No lJ raia n Jumlah Proposal Nilai (Rp.)

1 Permohonan bantuan sosial berupa
ua ng

2 Permohonan bantuan sosial berupa
barang

lumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bupati, terlampir kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar

Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpina n/ditanda tangani/dicap)
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CONTOH FORMAT

BERITA CARA HASIL EVALUASI

PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini kami tim evaluasi permohonan

bantuan sosial pada..............................yan9 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala

SKPD..........................Nomor........................ Tanggal...... telah melakukan evaluasi atas permohonan bantuan sosial tahun

anggaran 20xx.

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut :

No Uraian Permohonan Yang Masuk Hasil Evaluasi Keterangan

Jumlah Nilai(Rp.) Jumlah Nilai(Rp.)
1 2 3 5 6 7 8

1 Bantuan sosial berupa
ua ng

2 Bantuan sosial berupa
ba ra ng

Tota I

\r Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir :

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial berupa Uang;

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial berupa Barang.

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya

TIM EVALUASI

NAMA LENGKAP/NIP TANDATANGAN

L

2

3...

4. dst
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Nama SKPD

Jenis Belanja Bantuan Sosial

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

(DNC-PBS)

TAHUN ANGGARAN...

Uang/Barang *)

No Nama Calon Penerima Alamat Lengkap Besaran Belanja Bantuan Sosial
(np.)

Ket

Permohonan Hasil Evaluasi

7 2 3 5 6 7

t
2

4.

5

dst

TOTAL

KETUA TITVI EVALUASI

(NAMA JELAS/NtP)

,NYY



CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR TAPD KEPADA BUPATI

TENTANG PERTIMBANGAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT TAPD

16

...............20xx
(tempat, tgl/bulan, tahun)

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
Hasil Evaluasl Permohonan
Bantuan Sosial TA 20XX

Di

Kepada

Yth. Bupati Kedirl

KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor........Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran,

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial, serta memperhatikan rekomendasi SKPD teknis terkait. Kami memberikan pertimbangan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan

dalam peraturan perunda ng-u ndanga n. Pertimbangan TAPD sebaga i berikut :

No Nama SKPD Jumlah Bantuan Sosial (Rp.) Keterangan

Uang Barang

1 2 3 4 5

Jumlah

Demikian kami sampalkan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

TIM TAPD

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1 2 3 4

1.

2.

3.

Dst.

BUPATI KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan

da n Kesejahteraan Rakyat

TTD

HARYANTI SUTRISNO

KEP

u.b.

BAGIAN HUKUM

MM.
na

NIP. 199003 1 006



17

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIALYANG DITERIMA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN

BUPATI KEDIRI,

IAMPIRAN Vll : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TTD

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

IAN HUKUM

KODE

REKENING

URAIAN

RINCIAN OBYE( SKPD TEKNIS TERIGIT, NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL ALAMAT JUMIAH

1 2 3 4

199003 1 005
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LAMPIRAN Vlll : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Alamat

Nomor KTP

Telepon

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana

bantuan sosial:

1. Bertanggungjawab penuh baikformal maupun materialatas penggunaan bantuan sosial yang diterima.

2. Akan menggunakan bantuan sosial sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.

3. Bersedia diaudlt secara Independen sesuai peraturan perundang-undangan,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak

manapun.

Kediri,.........................2OXX

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

(NAMA LENGKAP)

BUPATI KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

P 199003 1 006



CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

19

TAMPIRAN IX : PERATUMN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

fnleenf : rZ -rZ - ZOlg

Nomor

Sifat
Lampiran
Hal

1(satu) berkas
Laporan Penggunaan
Bantuan Sosial TA 20XX

Kepada

Yth. Bupati Kediri
c.q. Kepala SKPD

Teknis Terkait
di

KEDIRI

Sehubungan dengan bantuan sosial Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp..................... yang

peruntukannya ................. (sebutkan peruntukannya) , berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Bantuan

Sosial. Adapun jumlah bantuan sosial yang kami terima adalah sebesar Rp.......................... dan telah digunakan

sebesar Rp.................. untuk....................(sebutkan rincian peruntukannya).

Laporan penggunaan bantuan sosial telah kami susun dengan bukti-bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

(NAMA LENG KAP)

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRfiARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

tna

NtP. 196 199003 1 005

......,,....,.,..,.......'.'..'''...'2oxx
(tempat, tgl/bulan, tahun)

BUPATI KEDIRI,



LAMPIR,AN X

NOMOR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

53 TAHUN 2018

20

Dolom Ru

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

sKPD .................

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

72

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU

JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

) Khusus SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak

) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam ssuatu perlombaan

atau penghargaan atas suatu prestasi

Nomor
Urut Ura ia n

Anggara n

Setelah
Perubahan

Realisasi

Lebih
(Kurang)

1 Pendapatan

1..1 Pendapatan Asli Daera h

1.1.1 Pendapatan pajak daerah *)

1.1.2 Pendapatan retribusi daerah

Pendapatan hasil pengelolaan

Kekayaan daerah ya ng

Dipisahka n

1,.1.4 Laln lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

Jumlah

2 Bela nja

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja Pegawai

2.2 Bela nja

2.2.7 Belanja Pegawai

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

2.2.2.1, Be anja Hibah Barang

2.2.2.1,.7 Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat
2.2.2.2

2.2.2.2.1 Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

2.2.2.3 Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak

ketiga/m a sya ra kat selain hibah dan bantuan sosial **)

2.2.2.XX Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial

2.2.3

lumlah

Su rplus/(Defisit)

I

I
II

1.1.3

Belanja Bantuan Sosial Barang

Belanja l\,4oda I
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II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD :

Nomor
Urut

Uraian
Anggaran
Setelah

Perubahan
Realisasi

Lebih
(Kurang)

1 Pendapatan

1..2 Dana Perimbangan

1.2.1.

1.2.1.L Dana Ba Hasil Pa ak

1.2.1..2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/

Sumber Aam
L.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang 5ah
1.3.1 Pendapatan Hlbah
L.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dar Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus

13.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerl ntah Daerah lainnya

Jumlah Pendapatan
2 Be anja
2.). Belanja Tidak Langsung

2.1..1. Belanja P wa
2.1..2 Belanja Bunga

2.1..3 Belanja subsidi
2.1..4 Belanja Hibah
2.1.5 Be anja Bantuan Soslal

2.L.6 B! anja Bagi HasiL

Be anja Bantuan Keuangan
2.1.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja Modal

Jumlah Belanja

SURPLUS/(DEFrSrr)

3 Pembiayaan Daerah

3.1 ?enerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 Penggunaan SiLPA

3.1..2 Pencaiaran Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

3.1..4 Penerimaaf Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman

3.1.6 Pene.imaan Piutang Darah

Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang
3 2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Neto
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

PEMERINTAH IGBUPATEN KEDIRI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.......

Dana Bagi Hasil

L.2.3

2.1.1

2.2.3

3.1.5

r



22

I I I. FORMAT KONSOLI DASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KO NSO LI DASI I.APORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEM ER I NTAH DAERAH

>/

No. Uraian SATKER 1 SATKER 2 PPKD Gabungan
1 Penda pata n

2 Pendapatan Asli Darah

3 Pendapatan Pajak daerah XXX XXX XXX

4 Pendapatan retribusi daerah xxx XXX XXX

5 Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan

XXX XXX XXX

6 Lain-lain PAD yang sah xxx XXX XXX

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX

8 Dana perimbangan XXX XXX

9 Lain-lain pendapatan yang sah XXX XXX

10 Jumlah pendapatan XXX XXX XXX XXX

1.t Bela nja

72 Belanja Tidak Langsung XXX XXX XXX XXX

1.2.7 Belanja Pegawai XXX XXX XXX XXX

12.3 Bunga XXX XXX

12.4 Subsidi XXX XXX

12.5 Hibah XXX XXX

12.6 Bantuan Sosial XXX XXX

13 Belanja Langsung xxx XXX XXX

73.7 Belanja Pegawai XXX XXX XXX

1.3.2 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX

73.2.7 Belanja Hibah Barang XXX XXX xxx

1.3.2.7.7 H i ba h ba ra ng /jasa yang
diserahkan kepada pihak

ketiga/masya rakat

xxx XXX XXX

1,3.2.2 Belanja Bantuan Sosial Barang XXX XXX XXX

1.3.2.2.1 Bantuan sosial barang yang

disera hkan
XXX XXX

kepada pihak

ketiga/masya ra kat
73.2.2.2 Belanja barang untuk

diserahkan kepada pihak

ketiga/masyara kat selain hiba h

dan bantuan sosial **)

XXX XXX XXX

1,3.2.3 Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial

xxx XXX XXX

13.3 Belanja modal XXX XXX XXX

14 Jumlah belanja XXX XXX XXX XXX

15 Surplus / defisit XXX XXX XXX XXX

16 Pembiayaan daerah

17 Penerimaan pembiayaan XXX XXX

18 Pengeluaran pembiayaan XXX XXX

19 Pembiayaan neto XXX XXX

20 Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA) XXX XXX

XXX
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B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASASERTA BANTUAN SOSIAL

BERUPA BARANG DALAM IAPORAN REALISASIANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

KE

u.b.

BAGIAN HUKUM

MM
bina
199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

TTD

HARYANTI SUTRISNO

3 Penda patan Fendapatan

? Fendapatan Asli Daerah FendapatanAsli Barrah
Fendapatan Paja k Baerah xxx Fenda patan Pajak Ba erah xxx

4 Pendapatan retribusi daerah xxx Penda patan retribusi daerah NXX

Hasil penelola,a n kekayaan )0(x
tr) H asil penelda an kekayaan

daerah yang dipisahkan

xxx

daerah yang dipisahkan
t Lain-lain FAB yang sah xlt.t( Lain-lain FAD yang sah la{x

l Jurnlah Fendap.ata Asli Daerah HXX Jumlah Fendapata Asli Baerah xxx

Bana Ferirnbangan rxx Bana transfer ru{x

Lain-lain p,endapatan yang sah xxx Lain-lain pendapatan yang sah lotx

Jurnlah pendapatan XXX J urnlah pendapatan !fit(
5.1 Be la nja XTX Eelanja )ffx
I1 Belanja Tidak Langsung XXX Belanja Operasi ru(x

x2.3 Belanja Pegaw"ai xt(x Belanja PegEuuEi xxx

:l.J Bunga xxx Belanja Barang xxx

_t.+ sub-<idi xxx ,o(x

3?.5 t-libah XXX Bunga :trx

1?.5 Bantuan So,sial xxx Subsidi }CTX

{4 B,elanja Langsung xxx H ibah l(xx

Belanja Pegawai TXX Bantuan Sasial $(x
Belanja Barang dan lasa

nl Hibeh b.arang/jasa yang

diserahkan kepda pihak

ketigalrn asyara kat

?] Bantuan sssial barangljasa
yang diserahkan kepada pihak

ketiga,/rn as.Yara kat

3] Barang/jasa sehin 1! dan 2!

xx

t{x

xxr
xx

Eelanja Modal

xx

:0(

xxx

xx

Eelanja fvlodal xxx )o(x

I+ J umlah Belanja xxx Jurnlah Belanja )c{x

n5 .$urplus,/dttisit xxx $urpluEldefisit H{X

3.6 Pernbiayaa n daerah xrx Pernbiayaan daerah )ffx
{7 Pe nerirnaa n pem bia yaan xxx Pe neri ma a n pem bia'1.aa n }ETX

Fengeluaran pembia'yaan xxx Fe ngelua ran pembiaya an )trx

19 Fernbiayaan netta XXX Fembiayaan netto &{x

Sisa lebih pembiayaan tahun
berkenaan (SiLPA)

xl{x Si:sa lebih pembiayaan tahun
herkengan (SiLPAl

xxx

NIP.

SU

${o U8&IAAili} ffih.mean ljffi{ritu&P, Cafo,reryl


